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ABSTRAK :   - Dalam rangka mengoptimalkan disiplin, profesionalisme dan kinerja pegawai, 

dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan 

pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Daerah perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai; 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 

memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan 

pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, 

prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dengan memperhatikan 

kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-

4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Apararatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, 

sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; bahwa 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 

No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 



Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pengaturan pemberian TPP kepada 

Pegawai ASN Pemerintah Daerah. Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan: 

kualitas pelayanan kepada masyarakat; disiplin Pegawai ASN; kinerja Pegawai ASN; 

kesejahteraan Pegawai ASN; integritas Pegawai ASN; dan tertib administrasi 

pengelolaan keuangan Daerah. Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai 

berikut: kepastian hukum; akuntabel; proporsionalitas; efektif dan efisien; keadilan 

dan kesetaraan; kesejahteraan; dan optimalisasi. TPP diberikan kepada Pegawai ASN 

Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria: beban kerja; prestasi kerja; tempat 

bertugas; kondisi kerja; kelangkaan profesi; dan pertimbangan obyektif lainnya. 

Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut: Kelas Jabatan; 

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; Indeks Kemahalan Konstruksi; dan Indeks 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya diatur mengenai pemberian 

dan penangguhan TPP ASN, penilaian TPP ASN, pengurangan TPP, mekanisme 

pengajuan pembayaran TPP, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup. 

 

 

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Maret 2023. 

 


